KPK Minta Pemda di Gorontalo Cegah Risiko Korupsi Sektor Kesehatan
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https://gorontalo.antaranews.com/berita/210137/kpk-minta-pemda-di-gorontalo-cegah-risiko-korupsi-sektor-kesehatan

ANTARA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (pemda) di
Gorontalo untuk mencegah risiko korupsi di sektor kesehatan karena besarnya anggaran yang
dialokasikan.KPK mengungkapkan besarnya anggaran kesehatan yang sekurang-kurangnya 10 persen
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masing-masing pemda memiliki kerawanan
korupsi jika tidak dikelola dengan baik.

"KPK memiliki perhatian khusus terkait korupsi di sektor kesehatan karena besarnya anggaran
kesehatan dan banyaknya perkara tindak pidana korupsi di sektor ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi

Pomolango seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dikatakan saat Rapat Koordinasi dan Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo,
Kota Gorontalo, pada hari kamis6 oktober 2022 Menurut Nawawi, besaran anggaran kesehatan yang
dialokasikan pemda setiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, anggaran kesehatan

keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia mencapai Rp180 triliun.

"Banyaknya anggaran itu ternyata kasusnya juga banyak, KPK menemukan kasus korupsi sektor

kesehatan ada 210 kasus dengan kerugian Rp821,21 miliar dan melibatkan 176 pelaku,” ujar Nawawi.

Oleh karena itu, kata dia, KPK meminta agar dilakukan sinergi antara KPK, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam

mencegah korupsi sektor kesehatan.

Selain itu, pemda diharapkan mengoptimalkan penggunaan "Monitoring Center for Prevention" (MCP)

yang dikembangkan KPK untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi.
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"Ada delapan area yang kami intervensi di MCP, mulai dari pengelolaan APBD, pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak
daerah, pengelolaan aset serta dana desa,” ucap Nawawi.Sementara itu, Penjabat Gubernur Gorontalo
Hamka Hendra Noer menuturkan Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan Rp27 miliar untuk bidang
kesehatan.

"Anggaran sebesar ini perlu perhatian khusus untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dan
penyimpangan dalam penggunaannya,” ujar Hamka.Adapun upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
Pemprov Gorontalo di antaranya melalui penyusunan kajian risiko korupsi sektor kesehatan oleh BPKP

Perwakilan Gorontalo.

"Saat ini kami sedang menyusun Peratun Gubernur (Pergub) pengendalian kecurangan yang akan
ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas Pencegahan Kecurangan," kata Hamka.Oleh karena itu,
Hamka meminta para bupati dan walikota di daerahnya menandatangani komitmen bersama antikorupsi
yang ditandatangani dirinya beserta enam bupati dan wali kota, yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten
Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kota

Gorontalo.

Sumber Berita:

ANTARA, KPK minta Pemda di Gorontalo cegah risiko korupsi sektor kesehatan<

https://gorontalo.antaranews.com/berita/210137/kpk-minta-pemda-di-gorontalo-cegah-risiko-

korupsi-sektor-kesehatan [diakses pada 7 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur
bahwa:
a. pasal 1:

1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
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4) angka 13 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang
selanjutnya disingkat RPJIMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.
c. pasal 89 pada:

1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan
PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a) kondisi ekonomi makro daerah;

b) asumsi penyusunan APBD;

c) kebijakan Pendapatan Daerah;

d) kebijakan Belanja Daerah;

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
f) strategi pencapaian.

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tahapan:

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
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b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana
kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-
masing Program dan Kegiatan.

d. pasal 90 pada:

1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD.

2) ayat (2) menyatakan bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah
dalam menyusun RKA SKPD.

4) ayat (4) menyatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e) Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati
bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang
disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:

a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan
kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan

kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
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